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a. bahwa Kabupaten Tasikmalaya memiliki basis kultural, 
sekaligus identitas lokal berupa nilai religi, nilai spiritual, 
nilai filosofis, n ilai estetika, nilai perjuangan, nilai 
kesejarahan, yang menggambarkan segi peradaban 
Tasikmalaya sehingga harus dijaga kelestariannya ; 

b. bahwa keberadaan eagar Budaya di Kabupaten Ta s ikmalaya, 
merupaka n kekayaan ku ltu ral yang mengandung nilai-nilai 
kearifan budaya lokal yang penting seba gai dasar 
pembangunan kepribadian, pembentukan j a ti d iri, serta 
benteng ketaha nan sosial budaya ma syarakat, sehingga 
upaya untu k m enjaga kelestariannya menjadi tanggung 
jawab bersama semua piha k; 

c. bahwa berdasarkan pertim ba n gan sebagaiman a dimaksud 
dalam huruf a da n h u ruf b perlu m en etapkan Peraturan 
Da erah Ka bupaten Ta sikmalaya ten tang Pelestarian eagar 
Budaya d i Kabupaten Tasikmalaya . 

1. Pa sal 18 ayat (6) Undang-Undang Da sar Negara Republik 
Indonesia 1945; 

2. Un dang-Un dang Nom or 14 Ta h un 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Da erab Kabupaten Dalam Lingkungan 
Prop insi Jawa Ba ra t (Berita Negara Tahun 1950) 
seba gaimana telah diu bah dengan Undang-Undang Nomor 4 
Tahun 1968 ten ta n g Pem bentukan Kabupaten Purwakarta 
dan Kabupaten Suba ng dengan Mengubah Undang-Undang 
Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah 
Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 1968 
Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 2851)); 
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3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah 
diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2008 ten tang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4844); 

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang 
Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia omor 49 66 ); 

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 20 10 ten tang Cagar 
Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu n 2010 
Nomor 130 , Tambahan Lembaran Negara Republik In d n esia 
Nomor 5168); 

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indones ·a Tahun 2011 Nom or 82, 
Tambahan Le b aran Negara Republik I donesia 
Nomor 5234 ; 

7. eraturan Pemerin tah Nomor 38 tahun 2007 tentang 
pembagian urusan Pemerintahan antara Pem erintah, 
Pemerintah Daerah rovinsi, Pemerinta Daerah 
Kabupaten/Kota (Lem baran Negara Republi Indonesia 
Tahun 20 5 Nom or 108 , Tambaha Lembaran Negara 
Repu blik Ind onesia Nomor 473 7); 

8 . Peraturan Pemerin tah omor 10 Tahun 19 93 tentang 
Pela ksanaan Undang-Undang n on1or 05 Ta h u n 19 9 2 tentang 
B nda Ca gar Budaya Le baran Negara Republik Indonseia 
Tahun 1993 om r 14 , Tambahan Lembaran Negara 
Repu blik Indonesia Nomor 3516 ); 

9 . Peratu ran Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 
ten tang Pem ben tukan Produ k Hu kum Daerah; 

10. Pera turan Daerah Kabupa en Tasikmalaya Nomor 8 
Tahun 2008 te tang Urusan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten Tas ikmalaya (Lembaran Daerah Tahun 2008 
Nomor 8); 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 16 Tahun 
2008 tentang Lembaga Teknis Daerah dan Kantor Pelayanan 
Perijinan Terpadu Kabu paten Tasikmalaya (Lembaran 
Daerah Tahun 2008 Nomor 16); 

12. Peraturan Daerah Kabu paten Tasikmalaya Nomor 8 
Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah 
Tahun 2011 Nomor 8); 
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13. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 13 
Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran 
Daerah Tahun 2011 Nomor 13); 

14. Peraturan Daerah Kabupaten 
Tahun 2012 tentang Rencana 
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 
Daerah Tahun 2012 Nomor 2). 

Tasikmalaya Nomor 2 
Tata Ruang Wilayah 
2011-2031 (Lembaran 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
KABUPATEN TASIKM LAYA, 

dan 
BUPATI TASIKMALAYA, 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN DAERAH TENTANG PELESTARIAN CAGAR 
BUDAYA DI KABUPATEN TASIKMALAYA. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasall 

Dalam Pera turan Daerah ini, yang dimaksud den gan: 
1. Daerah a dalah Kabupaten Ta sikmalaya. 
2. Pem erintah Daerah adalah Bupa ti beserta perangkat daerah seba gai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daera h . 
3 . Bupa ti adalah Bupati Tasikmala a. 
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Ka bu paten Tasikmalaya. 
5. Cagar Bu daya adalah Warisan Budaya bers ifa t kebenda an berupa Benda 

eagar Bu daya, Bangunan e aga r Budaya , Struktu r eaga r Bu daya, Situs 
eagar Bu daya, dan Kawasa n e agar Budaya di dara t dan/ a tau di air yang 
perlu d iles tarikan keberada annya karena m emiliki n ilai penting bagi sejarah, 
ilmu pen getahuan, pendidikan, agama, dan/ atau kebu dayaan melalui proses 
penetapan. 

6. Benda eagar Budaya a dalah benda a lam da n / a tau benda buatan manusia, 
baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau 
bagian-bagiannya, atau s ·sa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan 
kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia. 

7. Bangunan eagar Budaya adalah su sunan binaan yang terbuat dari benda 
alam atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang 
berdinding dan/ atau tidak berdinding, dan beratap. 

8. Struktur eagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda 
alam dan/atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang 
kegiatan yang menyatu dengan alam, sarana, dan prasarana untuk 
menampung kebutuhan manusia. 
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Situs eagar Budaya adalah lokasi yang berada di darat danl atau di air yang 
mengandung Benda eagar Budaya, Ban gunan eagar Budaya, dan/atau 
Struktur eagar Budaya sebagai hasil k egia tan manusia atau bukti kejadian 
pada mas a lalu. 
Kawasan eagar Budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua 
Situs eagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan danl atau 
memperlihatkan ciri tata ruang yang khas. 
Pendaftaran adalah upaya pencatatan benda, bangunan, struktur, lokasi, 
danl atau satuan ruang geografis untuk diusulkan sebagai eagar Budaya 
kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan selanjutnya dimasukkan dalam 
Register Daerah dan Register Nasional eagar Budaya. 
Kepemilikan adalah hak terkuat dan terpenuh terh adap eagar Budaya 
dengan tetap memperhatikan fungsi so sial dan ke aj iban untuk 
me1estarikannya . 
Pengua saan adalah pemberian wewenan g dari pemilik kepada Pem erintah, 
Pem erintah Daerah, atau setiap orang untuk mengelola eaga r Budaya 
d en gan tetap memperhatikan fu ngsi sosial dan kewajiban u ntuk 
m elestarikannya. 
Pen galihan adalah proses pem indahan hak kepemilikan danl atau 
pengua saan eagar Budaya dari setiap orang kepada setiap orang lain atau 
kepa a negara. 
Kompensasi adalah im ba lan berupa u ang dan/atau bukan u ang dari 
Pem erintah atau Pemerintah Daerah. 
Insen tif adalah dukungan berupa advokas i, perbantuan, atau ben tuk lain 
bers ifa t nondana untuk mendorong Pe estarian eagar Budaya dari 
Pem erintah atau Pemerintah Daerah. 
Tim Ahli eagar Budaya yang selanjutnya disebut Tim Ahli adala h kelompok 
ahli Pelestarian dari berbagai b idang ilmu yang memiliki sertifikat 
kom petensi u n tuk m em berikan rekom endas i penetapan, pemerin gkatan, dan 
penghapusan e agar Budaya . 
Tenaga Ahli Pelesta r ian yan g selanju tnya disebut Ten aga Ah li a da lah orang 
yang karen a kompeten si keahlian khusu snya danl a tau m emilik i sertifikat di 
bidang Pe1indu n gan, Pen gem ban gan, a tau Pem anfaatan e agar Bu daya. 
Pe1estarian adalah upaya dinamis untuk m empertahank a n keberadaan 
eagar Bu daya dan nilainya dengan cara elindun gi, men gem bangkan, dan 
memanfaatkannya. 
Pelindungan adalah upaya mencegah dan m en anggula n gi dari kerusakan, 
kehancuran, atau kemus nahan dengan cara Penyelamatan, Pengamanan, 
Zonasi, Pemeliharaan, dan Pem garan e agar Budaya. 
Penye1amatan adalah upaya m enghin darkan dan/atau menanggulangi eagar 
Budaya dari kerusakan, kehancura n , atau kemusnahan. 
Pengamanan adalah upaya menjaga dan mencegah eagar Budaya dari 
ancaman dan I atau gangguan. 
Juru Pelihara adalah tenaga teknis yang mempunyai kemampuan, 
pengetahuan, dan keterampilan dalam melakukan peme1iharaan eagar 
Budaya. 
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24. Zonasi adalah penentuan batas-batas keruangan Situs eagar Budaya dan 
Kawasan eagar Budaya sesuai dengan kebutuhan. 

25. 

26. 

27. 

Pemeliharaan adalah upaya menjaga dan merawat agar kondisi fisik eagar 
Budaya tetap lestari. 
Pemugaran adalah upaya pengembalian kondisi fisik Benda eagar Budaya, 
Bangunan eagar Budaya, dan Struktur e agar Budaya yang rusak sesuai 
dengan keaslian bahan, bentuk, tata letak, dan/ atau teknik pengerjaan 
untuk memperpanjang usianya. 
Pengembangan adalah peningkatan potensi nilai informasi, dan promosi 
eagar Budaya serta Pemanfaatannya melalui penelitian, revitalisasi, dan 
adaptasi secara berkelanjutan serta tidak bertentangan dengan tujuan 
Pelestarian. 

28. Revitalisa si adalah kegiatan Pengembangan yang ditujukan untuk 
menu m bu h kan kem bali n ilai-n ilai pen ting eagar Bu daya dengan 
penyesu aian fungsi ruang baru yang tidak bertentangan den gan pnnslp 
Pelestarian dan nilai budaya masyarakat. 

29 . Pemanfaatan adalah pendayagun aan eagar Budaya untuk kepentingan 
sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat dengan tetap mempertahankan 
kelestariannya. 

30. Perbanyakan adalah kegiatan duplikasi lang sung terhadap Ben da eagar 
Bu daya, Bangunan eagar Budaya , atau Struktur eagar Budaya, baik 
seluruh mau pu n bagian -ba giannya. 

31. Register Daerah adalah daftar resm i keka aan budaya bangsa berupa eagar 
Budaya yang berada di Daerah. 

32. Etika Pelestarian eagar Budaya adalah no a sos · a yang diwujud kan dalam 
stan dar moral guna membimbin g perilaku setiap orang yang melakukan 
Peles tarian dan Pengelolaan eaga r Bu daya. 

BAB II 
ASAS, TUJUAN, DAN LINGKUP 

Pasa12 

Pelestarian e a ga r Budaya erasa skan: 
a. Pancasila; 
b. bhinneka tunggal ika; 
c. kenusantaraan; 
d. keadilan; 
e. ketertiban dan kepastian huku m ; 
f. kemanfaatan; 
g. keberlanjutan; 
h. partisipasi; dan 
1. transparansi dan akuntabilitas. 

Pasal3 

Pelestarian eagar Budaya bertujuan: 
a. melestarikan warisan budaya daerah; 
b. meningkatkan jati diri daerah sebagai daera h yang berbudaya ; 



; 

6 

c. meningkatkan kecintaan dan kepedulian terhadap warisan budaya daerah; 
d. mendayagunakan eagar Budaya agar dapat memberikan manfaat bagi 

kepentingan agama, sosial-ekonomi, pendidikan, ilmu pengetahuan dan 
pariwisata; 

e. meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 
f. mempromosikan warisan budaya kepada masyarakat regional, nasional 

maupun intemasional. 

Pasal4 

Lingkup Pelestarian eagar Budaya meliputi Pelindungan, Pengembangan, dan 
Pemanfaatan eagar Budaya di darat dan d ' air . 

BABIII 
KRITERIA eAGAR BUDAYA 

Bagia n Kesatu 
Benda, Bangunan , dan Struktur 

Pasa15 

Benda , bangunan, atau struktur dapa t diusulkan sebagai Benda eagar Budaya, 
Bangunan eagar Budaya, atau Struktur eagar Budaya a pa bila memenuhi 
kriteria : 
a. berusia 50 (lima puluh) tahu n atau lebih; 
b. mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima pulu h) tahun; 
c . mem iliki arti khusus bagi sej arah , i m u engetahuan, pendid ikan, agama, 

dan l a tau kebudayaan; dan 
d. mem iliki nilai bu daya bagi pen gua tan kepribadian bangsa . 

Pasal6 

Benda e agar Budaya dapat: 
a. berupa ben da alam danl atau ben da bua tan manu sia yang diman faa tkan oleh 

manu sia , serta sisa-sisa biota yang dapa t dihu b n gkan dengan kegiatan 
manusia danl atau dapat dih u bungka n dengan sejarah m anu s ia ; 

b. bersifat bergerak a tau tidak bergerak; dan 
c . merupakan kesatuan atau kelompok. 

Pasa17 

Bangunan eagar Budaya dapa t : 
a. berunsur tunggal atau banyak; danl a tau 
b. berdiri bebas atau menyatu den gan forma si alam. 

Pasal8 

Struktur eagar Budaya dapat: 
a. berunsur tunggal atau banyak; dan I atau 
b. sebagian atau seluruhnya menyatu dengan formasi alam. 



Bagian Kedua 
Situs dan Kawasan 

Pasal9 

Lokasi dapat ditetapkan sebagai Situs eagar Budaya apabila: 
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a. mengandung Benda eagar Budaya, Bangunan eagar Budaya, dan/ atau 
Struktur eagar Budaya; dan 

b. menyimpan informasi kegiatan manusia pada mas a lalu. 

Pasal 10 

Satuan Ruang Geografis dapat ditetapkan sebagai Kawasan eagar Budaya 
apabila: 
a. mengandu ng 2 (dua) Situs eagar Budaya atau leb ih yang letaknya 

berdekatan; 
b . berupa lanskap budaya hasil bentukan manusia berusia paling sed ikit 50 

(lima puluh) tahun; 
c. mem iliki pola yang memperlihatkan fungsi ruang pada masa lalu berusia 

paling sedikit 50 (lima puluh) tahun; memperlihatkan pengaruh manUSla 
m a s a lalu pada proses pemanfaatan ruang berskala luas; 

d. mem perlihatkan bukti pembentukan lanskap budaya; dan 
e. mem iliki lapisan tanah terbenam yang mengandung bukti kegiatan manusia 

atau endapa n fosil. 

Pa sal 11 

Benda, ba ngunan, struktur, lokasi, a tau satuan ruang geografis yang a tas dasar 
penelitian memiliki a rti khu sus bagi m a sya rakat atau bangsa Indon es ia, tetapi 
tidak memenuhi kriteria eagar Budaya sebaga imana dimaksud dalam Pasal 5 
sampai den gan PasallO dapat diusulkan sebagai e agar Budaya . 

BAB IV 
TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH 

Bagian Kesa tu 
Tugas 

Pasal 12 

(1) Pemerintah Daerah mempunyai tuga s melakukan Pelindungan, 
Pengembangan, dan P manfaatan eagar Budaya . 

(2) Pemerintah Daerah mempunyai tugas: 
a. mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan, serta meningkatkan 

kesadaran dan tanggung jawab akan hak dan kewajiban masyarakat 
dalam Pengelolaan eagar Budaya ; 

b. mengembangkan dan menerapkan kebijakan yang dapat menjamin 
terlindunginya dan termanfaatkannya eagar Budaya; 

c. menyelenggarakan Penelitian dan Pengembangan eagar Budaya; 
d. menyediakan infonnasi eagar Budaya untuk masyarakat; 
e. menyelenggarakan promosi eagar Budaya; 
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f. memfasilitasi setiap orang dalam melaksanakan pemanfaatan dan promosi 
eagar Budaya; 

g. menyelenggarakan penanggulangan bencana dalam keadaan darurat 
untuk benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan yang telah 
dinyatakan sebagai eagar Budaya serta memberikan dukungan terhadap 
daerah yang mengalami bencana; 

h . melakukan pengawasan, pemantauan, dan evaluasi terhadap Pelestarian 
warisan budaya; dan 

1. mengalokasikan dana bagi kepentingan Pelestarian eagar Budaya. 

Bagian Kedua 
Wewenang 

Pa sal13 

Pemerintah Daerah mempu nyai wewen ang: 
a . m en etapkan etika pelestarian eagar Budaya ; 
b . men goordinasikan Pelestarian eaga r Budaya secara lintas sektor dan wilayah; 
c. men ghimpun data eagar Budaya; 
d. m enetapkan peringkat eagar Budaya; 
e. meneta pkan dan mencabut status eagar Budaya; 
f. mem buat peraturan Pengelolaan e agar Budaya; 
g. menyelenggarakan kerja sarna Pelestarian e agar Budaya; 
h. melakukan penyidikan kasus pelanggaran hukum; 
1. mengelola Kawasan e agar Budaya; 
J. mendirikan dan membubarkan u nit pelaksana teknis bidang Pelestarian, 

Penelitian, dan museum; 
k. mengembangkan kebijakan sumb r daya manusia di bidang kepurbakalaan; 
1. memberikan penghargaan kepada setiap orang yang telah melakukan 

Pelestarian eagar Budaya; 
m . mem in dahkan dan I atau menyim pan eagar Bu daya u n tuk kepentingan 

Pengamana n ; 
n . melaku kan pengelom pokan e agar Budaya berdasarkan kepen tingannya 

menjadi peringkat kabu paten ; 
o. menetapkan ba tas situs dan kawasan; dan 
p. mengusulkan eagar Budaya Daerah sebagai eagar Budaya peringkat 

provinsi. 
q . membentuk Tim Ah li eagar Budaya ; 
r . membentuk Badan Pengelola eagar Budaya. 

Pasal 14 

(1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pen gelolaan Kawasan eagar Budaya. 
(2) Pengelolaan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tidak 

bertentangan dengan kepentingan masyarakat terhadap eagar Budaya dan 
kehidupan sosial. 

(3) Pengelolaan Kawasan eagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan oleh badan pengelola yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah, 
danl atau masyarakat hukum adat. 
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(4) Badan Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat terdiri atas 
unsur Pemerintah Daerah, dunia usaha, m asyarakat danl atau lembaga adat. 

BABV 
PEMILIKAN DAN PENGUASAAN 

Pasal15 

(1) Setiap orang dapat memiliki dan I atau menguasai Benda eagar Budaya, 
Bangunan eagar Budaya, Struktur eagar Budaya, dan I atau Situs eagar 
Budaya dengan tetap memperhatikan fungsi sosialnya sepanjang tidak 
bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undan gan. 

(2) Kepemilikan sebagaimana dimaksud aya t (1) dapat d iperoleh melalui 
pewarisan , h ibah, tukar menukar , hadiah, pembelian, danl a ta u pu tusan atau 
penetapan pengadilan, kecuali yang dikuasai Negara. 

(3) Kawasan eagar Budaya hanya da pat dimiliki dan atau dikua sai oleh 
pemerintah daerah, kecuali yang secara turun temurun dimiliki oleh 
ma syarakat hukum adat. 

(4) Pen gua saan eagar Budaya tersebut dalam ayat (1) dan ayat (2) m eliputi 
benda-benda eagar Budaya yang terdapat di wilayah hukum Pemerintah 
Daerah Kabupaten Tasikmalaya 

Pasal16 

(1) Setia p orang dilarang mengalihkan kepemilikan e a gar Bu daya peringkat 
kabu paten, baik sel ruh m aupun bagian-bagiannya, kecuali den gan izin 
Bupati. 

(2) Benda eagar Bu daya, Bangunan e a gar u daya , danl a tau Struktu r eagar 
Budaya bergerak yang d imiliki Pemerintah Daerah, dan I a tau setiap orang 
dapat disimpan danl a tau dirawat di museum. 

(3) Pelindu gan, Pengembangan, dan Pem anfaa tan koleksi mu seu m sebagaimana 
dimaksu d pada ayat (2) berada di bawah tanggung jawab pen gelola museum. 

Pasal 17 

(1) Setiap orang yang memiliki dan / a tau mengua sai e agar Budaya paling lama 
30 (tiga puluh ) hari sejak diketahuinya eagar Bu daya yang dimiliki dan I atau 
dikuasainya rusak, h ilang, atau musnah wajib melaporkannya kepada 
instansi yang berwenang di bidang kebudayaan, Kepolisian Negara Republik 
Indonesia, dan I atau instansi terkait. 

(2) Setiap orang yang tidak melapor rusaknya eagar Budaya yang dimiliki 
dan I atau dikuasainya kepada instan si yang berwenang di bidang 
kebudayaan, Kepolisian Negara Republik In donesia, danl atau instansi terkait 
paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diketahuinya eagar Budaya yang 
dimiliki dan/atau dikuasainya terse but rusak dapat diambil alih 
pengelolaannya oleh Pemerintah Daerah. 



BABVI 
PENEMUAN DAN PENCARIAN 

Pasal 18 

10 

(1) Setiap orang yang menemukan benda yang diduga Benda Cagar Budaya, 
bangunan yang diduga Bangunan Cagar Budaya, struktur yang diduga 
Struktur Cagar Budaya, dan/ atau lokasi yang diduga Situs Cagar Budaya 
dalam wilayah kabupaten wajib melaporkannya kepada instansi yang 
berwenang di bidang kebudayaan, Kepolisian Negara Republik Indonesia, 
dan/ atau instansi terkait paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak 
ditemukannya . 

(2) Temuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tida k dilaporkan oleh 
penemu nya dapat d iambil alih oleh Pemerin tah Daerah. 

(3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), in stansi yang 
berwenang di bidang kebudayaan me1akukan pendataan, pengarna nan, 
dan / atau pengkajian terhadap temuan. 

Pa sal 19 

Setiap orang dilarang me1akukan pencarian Cagar Budaya atau yang diduga 
Cagar Bu daya dengan penggalian, penye1aman, dan/ atau pengangkatan di darat 
dan/atau d i air kecuali dengan izin Bupa ti. 

BAB VII 
REGISTER CAGAR BUDAYA 

Bagian Kesatu 
Pen daftaran 

Pasal 20 

Pemerintah Da erah bekerja sarna dengan setiap orang dalam m elakukan 
Pendaftara n. 

Pasal21 

(1) Setiap orang yang memiliki dan/ a tau menguasa i Cagar Budaya wajib 
mendaftarkannya kepada pemerintah daerah tanpa dipungut biaya. 

(2) Setiap orang dapat berpartisipasi dalam melaku kan pen daftaran terhadap 
benda, bangunan, s truktur, dan lokasi yang diduga sebagai Cagar Budaya 
meskipun tidak memiliki atau m enguasa inya. 

(3) Pemerintah Daerah melaksanakan pendaftaran Cagar Budaya yang dikuasai 
oleh Negara atau yang tidak diketahui pemiliknya sesuai dengan tingkat 
kewenangan Daerah. 

(4) HasH pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) 
harus dilengkapi dengan deskripsi dan dokumentasinya. 

(5) eagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak didaftarkan 
oleh pemiliknya dapat diambil alih oleh Pemerintah Daerah. 



Bagian Kedua 
Pengkajian 

Pasal22 
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(1) Hasil pendaftaran diserahkan kepada Tim Ahli eagar Budaya untuk dikaji 
kelayakannya sebagai eagar Budaya atau bukan eagar Budaya. 

(2) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan melakukan 
identifikasi dan klasifikasi terhadap benda, bangunan, struktur, lokasi, dan 
satuan ruang geografis yang diusulkan untuk ditetapkan sebagai eagar 
Budaya. 

(3) Tim Ahli eagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan 
dengan Keputusan Bupati. 

(4) Dalam m elakukan kajian, Tim Ahli e agar Budaya dapa t d ibantu oleh unit 
pelaksana teknis a tau satuan keIja perangka t daerah yang bertanggung jawab 
di bidang eagar Budaya. 

(5) Sela m a proses pengkaj ian , benda , ban gun an , struktur, atau loka s i hasil 
penemuan atau yang didaftarkan, dilindungi dan diperlakukan sebagai e agar 
Bu daya. 

Bagian Ketiga 
Penetapan 

Pasal23 

(1) Bupati menetapka n status e agar Bu daya paling lama 30 (tiga pu luh) hari 
setelah rekomendasi di erima dari Tim Ahli eagar Budaya yang menyatakan 
benda, bangunan, s truktur, lokasi, danl atau satuan ruang geogra fis yang 
dida ftarkan layak sebagai e aga r Bud aya. 

(2) Setelah tercatat dalam Register Na sional eagar Budaya, pemilik eagar 
Budaya berhak memperoleh jaminan h ukum berupa: 
a. sura t keterangan s tatus e agar Budaya; dan 
b. su ra t keteranga n kepemilikan berdasarkan bukti yang sah. 

(3) Penemu benda, bangun an, dan/atau s truktur yang tela h ditetapkan sebagai 
Benda e agar Budaya, Bangunan e agar Budaya, dan l a tau Struktur eagar 
Budaya berh ak m en dapat Kompen sasi. 

Pasal24 

Pemerintah Daerah menyampaikan has il penetapan kepada pemerintah provinsi 
dan selanjutnya diteruskan kepada Pemerintah. 

Bagian Keem pat 
Pencatatan 

Pasal 25 

(1) Benda, bangunan, struktur, lokasi, dan satuan ruang geografis yang telah 
ditetapkan sebagai eagar Budaya harus d icatat di dalam Register Nasional 
eagar Budaya. 

(2) Koleksi museum yang memenuhi kriteria sebagai eagar Budaya dicatat di 
dalam Register Nasional eagar Budaya. 
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Pasa126 

Pemerintah Daerah melakukan upaya aktif mencatat dan menyebarluaskan 
informasi ten tang eagar Budaya dengan tetap memperhatikan keamanan dan 
kerahasiaan data yang dianggap perlu sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

Pasa127 

Pengelolaan Register Nasional eagar Budaya di Daerah menjadi tanggung jawab 
Pemerintah Daerah. 

Bagian Kelima 
Pemeringkatan 

Pasal28 

Pemerintah Daerah dapat melakukan pengelompokan dan/ atau pem erin gkatan 
eagar Budaya berda sarkan kepentin gannya dan/ atau kelompoknya m enjadi 
eagar Budaya peringkat daerah rekomendasi Tim Ahli eagar Budaya. 

Pa sal 29 

eagar Bu daya yang dapat ditetapkan menjadi eagar Budaya Peringkat 
Kabupa ten apabila memenuh i syarat: 
a. sebagai cagar budaya yang diutamakan untuk dilestarikan dalam wilayah 

kabu paten; 
b. mewakili m asa gaya yang khas; 
c. tingkat keterancamannya tinggi; 
d. jenis nya sedikit; dan/ a tau 
e. jumlahnya terbatas. 

Pasal30 

Pemeringkatan eagar Budaya sebagaimana dim aksud dalam Pasal 29 d itetapkan 
dengan Kepu tu san Bupati. 

Pasal 31 

eagar Budaya yang tidak lagi memen uhi syarat u ntuk ditetapkan sebagai 
peringkat kabupaten da pa t d ikoreksi peringkatnya berda sarkan rekomendasi Tim 
Ahli eagar Budaya. 

Pa s al 32 

Peringkat eagar Budaya dapat dicabut a pabila eagar Budaya: 
a. musnah; 
b. kehilangan wujud dan bentuk aslinya; 
c. kehilangan sebagian besar unsurnya; atau 
d. tidak lagi sesuai dengan syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal29. 



, 

BAB VIII 
PELESTARIAN 
Bagian Kesatu 

Umum 

Pasa133 
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Setiap orang berhak memperoleh dukungan teknis dan I atau kepakaran dari 
Pemerintah Daerah atas upaya Pelestarian eagar Budaya yang dimiliki dan I atau 
yang dikuasai. 

Pasa134 

Setiap orang d ilarang dengan sengaja men cegah, menghalan g-halangi, atau 
menggagalkan u paya Pelestarian eagar Budaya . 

Bagian Kedua 
Pelin du ngan 

Pasa1 35 

Setiap orang dapat berperan serta melakukan Pe indungan eagar Budaya. 

Paragraf 1 
Penyelamatan 

Pasa136 

Setiap orang berhak melakukan Penyelamatan eagar Budaya yang d imiliki atau 
yang diku a sainya dalam keadaan darura t atau yang memaksa u n tuk dilakukan 
tindakan penyelamatan. 

Pa sa1 37 

(1) eagar Budaya yang terancam rusak, h a n cu r , atau m u sn ah dapat 
dipinda h kan ke tem pat lain yang a man. 

(2) Pemin da han eagar Budaya sebagaimana dim aksud pada aya t (1) dilakukan 
dengan tata cara yang m enjam in keutuh an dan keselamatannya di bawah 
koodinasi Ten aga Ahli Pelestarian. 

(3) Pemerintah Da erah a tau setiap orang yang melakukan Penyelamatan wajib 
menjaga dan merawat Cagar Budaya da ri pencurian, pelapukan, atau 
kerusakan baru. 

Paragraf 2 
Pen gamanan 

Pasal38 

(1) Pengamanan dilakukan untuk menjaga dan mencegah Cagar Budaya agar 
tidak hilang, rusak, hancur, atau musnah. 

(2) Pengamanan eagar Budaya merupakan kewajiban pemilik dan I atau yang 
menguasrunya. 
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Pasal 39 

Masyarakat dapat berperan serta melakukan Pengamanan eagar Budaya. 

Pasal40 

Pengamanan eagar Budaya dapat dilakukan dengan memberi pelindung, 
menyimpan, danl atau menempatkannya pada tempat yang terhindar dari 
gangguan alam dan manusia. 

Pasal41 

(1) Setiap orang dilarang merusak eagar Budaya , baik seluruh maupun bagian­
bagiannya, dari kesatuan, kelompok, danl a tau dari letak asal. 

(2) Setiap orang dilarang mencuri eagar Budaya, baik se1uruh m aupun bagian­
bagiannya , dari kesatu an, kelompok, dan I a tau dari letak asal. 

Pa sal 42 

(1) Setia p orang dilarang memindahkan Cagar Budaya Peringkat Kabupa ten , baik 
selu ruh mau pun bagian-bagiannya, kecuali dengan Izin Bupati. 

(2) Setia p orang dilarang memisahkan e agar Budaya Peringkat Kabupaten, baik 
selu ruh maupun bagian-bagiannya, kecuali dengan Izin Bupati. 

Pasal43 

(1) eaga r Budaya, baik se1uruh maupun bagian-bagiannya, hanya dapat 
dibawa ke luar wilayah kabupaten untuk kepentingan penelitian, promosi 
kebu dayaan, dan/ atau pameran. 

(2) Setia p orang dilarang memba wa e agar Budaya sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1 ), kecuali dengan Izin Bupati. 

Paragraf 3 
Zon a si 

Pasal44 

(1) Pelindunga n eagar Budaya dilakukan dengan m enetapkan batas-batas 
keluasannya dan pemanfaa tan ruang me1alui sistem Zon a si berdasarkan hasil 
kajian. 

(2) Sistem Zonasi sebagaimana dima ksud pada aya t (1 ) diteta pkan oleh Bupati 
sesuai dengan keluasan Situs eagar Budaya atau Kawa san Cagar Budaya di 
peringkat wilayah kabupaten. 

(3) Pemanfaatan zona pada e agar Bu daya dapat dilakukan untuk tujuan 
rekreatif, edukatif, apresiatif, dan I a tau religi. 

Pasal45 

( 1) Sistem Zonasi mengatur fungsi ruang pada eagar Budaya, baik vertikal 
maupun horizontal. 

(2) Pengaturan Zonasi secara vertikal dapat dilakukan terhadap lingkungan alam 
di atas eagar Budaya di darat dan/atau di a ir. 



(3) Sistem Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri atas: 
a. zona inti; 
b. zona penyangga; 
e. zona pengembangan; dan/atau 
d . zona penunJang. 
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(4) Penetapan luas, tata letak, dan fungsi zona ditentukan berdasarkan hasil 
kajian dengan mengutamakan peluang peningkatan kesejahteraan rakyat. 

Paragraf 4 
Pemeliharaan 

Pasal46 

(1) Setiap orang wajib memelihara e agar Budaya ya n g d imiliki dan/atau 
dikuasainya. 

(2) eagar Budaya yang ditelantarkan oleh pemilik dan I atau yang memm asainya 
dapat dikuasai oleh Pemerintah Daerah. 

(3) Pen guasaan eagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi 
benda -benda eagar budaya yang terdapat di Daerah. 

Pasal47 

(1) Pemeliharaan dilakukan dengan eara merawat e agar Budaya untuk 
meneegah dan menanggulangi keru sakan akibat pengaruh alam dan/atau 
perbuatan manusia. 

(2) Pemeliharaan e agar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 
dilakukan di lokasi a s li atau d i tempat lain, setelah lebih dahulu 
didokumentasikan seeara lengkap. 

(3) Perawatan sebagaimana d imaksu d pada ayat (1) d ilakuka n dengan 
pembersihan , pengawetan, dan perba ikan a tas kerusaka n dengan 
memperh a tikan kea slian ben tuk, tata letak, gaya, bahan, dan I atau teknologi 
eagar Budaya. 

(4) Perawatan eagar Budaya sebagaimana dimaksud pada aya t (3) yang berasal 
dari a ir h a rus dilakukan sejak proses pengan gka ta n sampai ke tempat 
penyimpanannya dengan tata eara khu sus. 

(5) Pemerinta h Daerah dapat m engan gkat atau men empatkan juru pelihara 
untuk melakukan perawatan eagar Budaya. 

(6) Ketentuan lebih lanju t m en genai Pemeliha raan e a gar Budaya diatur dalam 
Peraturan Bupati. 

Paragraf 5 
Pemugaran 

Pasal48 

(1) Pemugaran Bangunan eagar Budaya dan Struktur eagar Budaya yang rusak 
dilakukan untuk mengembalikan kondisi fisik dengan eara memperbaiki, 
memperkuat, dan I atau mengawetkannya melalui pekerjaan rekonstruksi, 
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konsolidasi, rehabilitasi, dan restorasi. Pemugaran eagar Budaya 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan: 
a. keaslian bahan, bentuk, tata letak, gaya, dan I atau teknologi pengerjaan; 
b. kondisi semula dengan tingkat perubahan sekecil mungkin; 
c. penggunaan teknik, metode, dan bahan yang tidak bersifat merusak; dan 
d. kompetensi pelaksana di bidang pemugaran. 

(2) Pemugaran harus memungkinkan dilakukannya penyesuaian pada masa 
mendatang dengan tetap mempertimbangkan keamanan masyarakat dan 
keselamatan eagar Budaya. 

(3) Pemugaran yang berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap 
lingkungan so sial dan lingkungan fisik harus didahului analisis mengenai 
dampak lingkungan sesuai dengan ketentuan peratu ran perundang­
undangan . 

(4) Pemugaran Bangunan eagar Budaya dan Struktu r eagar Bu daya wajib 
m emperoleh izin Bupati. 

Bagia n Ketiga 
Pengem bangan 

Paragraf 1 
Um um 

Pa sa l49 

(1) Pengem bangan eagar Budaya dilakukan dengan memperhatikan prinsip 
kem anfaatan, keamanan, keterawatan, keaslian, dan nilai-nilai yang melekat 
padanya . 

(2) Setia p orang dapat melakukan Pengembangan e agar Budaya setelah 
mem peroleh: 
a . izin Pemerin tah Daerah; dan 
b. izin pemilik dan I a tau yang m en guasai e agar Bu daya. 

(3) Pengem bangan eagar Budaya sebagaimana dimaksud pada aya t (1) dan 
ayat (2) da pat diarahkan u n tuk m emacu pengem bangan ekon omi yang 
hasilnya diguna kan u ntuk Pemeliharaan eagar Bu daya dan peningkatan 
kesejahteraan m a syaraka t. 

(4) Setiap kegiatan pengembangan eagar Bu daya h arus d isertai dengan 
pendokum entasian. 

Paragraf 2 
Penelitian 

PasalSO 

(1) Penelitian dilakukan pada setiap rencana pengembangan eagar Budaya 
untuk menghimpun informasi serta mengungkap, memperdalam, dan 
menjelaskan nilai-nilai budaya. 

(2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap eagar 
Budaya melalui: 
a. penelitian dasar untuk pengembangan ilmu pengetahuan; dan 
b. penelitian terapan untuk pengembangan teknologi atau tujuan praktis 

yang bersifat aplikatif. 
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(3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sebagai 
bagian dari analisis mengenai dampak lingkungan atau berdiri sendiri. 

(4) Proses dan hasil Penelitian eagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) dilakukan untuk kepentingan meningkatkan informasi dan promosi eagar 
Budaya. 

(5) Pemerintah Daerah atau penyelenggara penelitian menginformasikan dan 
mempublikasikan hasil penelitian kepada masyarakat. 

Paragraf 3 
Revitalisasi 

Pasal 51 

(1) Revitalisas i potensi Situs eagar Budaya a tau Kawasan e agar Budaya 
memperh a tikan tata ruang, tata letak, ungsi so s ial, dan/ a tau lanskap 
budaya a sH berdasarkan kajian. 

(2) Revitalisasi sebagaimana dimaksu d pada ayat (1) dilakukan denga n m enata 
kem bali fungsi ruang, nilai budaya, dan penguatan informasi tentang e agar 
Budaya. 

Pa sal 52 

(1) Setiap orang dilarang men gubah fungsi ruang Situs eagar Budaya dan/atau 
Kawasan eagar Budaya peringkat kabupaten, baik selu ruh maupu n bagian­
bagiannya, keeuali dengan izin Bupati berdasarka n Peraturan Daerah tentang 
Reneana Tata Ru ang dan Wilayah. 

(2) Dikeeualikan dari ketentuan izin sebagaimana dimaksud pada aya t (1) adalah 
Pemerintah Daerah dilarang men gubah fungsi ruang dan bangunan situs 
eagar budaya yang merupakan benda eagar budaya, bangunan eagar budaya, 
dan struktur eagar budaya yang menjadi a sset Pemerin tah Daerah tanpa 
persetujuan DPRD. 

Pasal 53 

Revitalisas i e agar Budaya h arus memberi m a n faat u n tu k meningka tkan kualitas 
hidup masyarakat da n mempertahankan eiri budaya lokal. 

Paragraf 4 
Adaptasi 

Pasal54 

(1) Bangunan eagar Budaya a tau Struktur e agar Budaya dapat dilakukan 
adaptasi untuk memenuhi kebutuhan mas a kini dengan tetap 
mempertahankan: 
a. eiri as Ii dan/atau muka Bangunan eagar Budaya atau Struktur eagar 

Budaya; dan/ atau 
b. eiri asli lanskap budaya dan/atau permukaan tanah Situs eagar Budaya 

atau Kawasan eagar Budaya sebelum dilakukan adaptasi. 
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(2) Adaptasi sebagaimana dimaksud pada aya t (1) dilakukan dengan: 
a . mempertahankan nilai-nilai yang meleka t pada eagar Budaya; 
b. menarnbah fasilitas sesuai dengan kebutuhan; 
c. mengubah susunan ruang secara terbatas; dan I atau 
d. mempertahankan gaya arsitektur, konstruksi asli, dan keharmonisan 

estetika lingkungan di sekitarnya. 

Bagian Keempat 
Pemanfaatan 

Pasal55 

(1) Pemerintah Daerah, dan setiap orang dapat memanfaa tka n eagar Budaya 
untuk kepentingan a garna, sos ia l, pendid ikan, ilmu pengetahu an, teknologi, 
kebu dayaan, dan pariwisata. 

(2) Pem erintah Daerah memfasilitasi pemanfaatan dan promosi eagar Bu daya 
yang dilakukan oleh setiap orang. 

(3) Fa s ilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa izin Pemanfaatan, 
duku ngan Tenaga Ahli Pelestarian, du kungan dana, dan I atau pelatiha n . 

(4) Prom osi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk m em perkuat 
iden titas budaya serta meningkatkan kualitas hidup dan pendapatan 
masyarakat. 

Pasal56 

Pemanfaatan yang da pat menyebabkan terjadinya kerusakan wajib d idahului 
dengan kajian, pen elitia n , dan l atau an alis is mengenai dampak lingkungan. 

Pasal 57 

(1) eagar Budaya yang pad a saat ditemuka n sudah tidak berfu ngsi seperti 
semu la dapat dimanfa a tkan u n tuk kepentingan ter ten tu. 

(2) Pemanfa a tan eagar Bud aya sebagaim ana dim aksud pad a aya t (1) dilakukan 
dengan izin Bupati sesua i den gan peringkat e a gar Bu d aya danl atau 
masyaraka t hukum adat yang memiliki danl atau m enguasainya . 

Pasal 58 

(1) Pemanfaatan lokasi temuan yang telah d itetapkan sebagai Situs eagar 
Budaya wajib memperhatikan fungsi ruang dan pelin du ngannya. 

(2) Pemerintah Daerah dapat m enghentikan pemanfaatan atau membatalkan izin 
pemanfaatan eagar Budaya a pa bila pemilik dan I atau yang menguasai 
terbukti melakukan perusakan atau m enyebabkan rusaknya eagar Budaya. 

(3) eagar Budaya yang tidak lagi dimanfaatkan harus dikembalikan seperti 
keadaan semula sebelum dimanfaatkan. 

(4) Biaya pengembalian seperti keadaan semula dibebankan kepada yang 
memanfaatkan eagar Budaya. 
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Pasa159 

Pemanfaatan dengan cara perbanyakan Bend a eagar Budaya yang tercatat 
sebagai peringkat kabupaten hanya dapat dilakukan atas Izin Bupati. 

Pus:::.160 

Pemanfaatan koleksi berupa eagar Budaya di museum dilakukan untuk sebesar-

danl atau pariwisata. 

Pasa161 

Setiap orang dilarang mendokumen tasikan eagar Budaya baik seluruh maupun 
bagian-bagiannya untuk kepentingan komersial tanpa seizin pemilik dan I atau 
yang mengua sainya. 

~ ,-

Pa sa 1 62 

Setiap orang dilarang memanfaatkan e agar Bu daya peringkat kabupaten , baik 
seluruh m aupun bagian-bagiannya, dengan cara perbanyakan, kecuali dengan 
Izin Bu pati. 

BAB IX 
PENDANAAN 

Pa sa163 

(1) Pendanaan Pelestarian eagar Bu d aya m enjadi tanggung j awab bersama 
antara Pemerintah, Pemerintah Daerah , dan masyarakat. 

(2) Pendanaan seba gaimana dimaksud pada ayat (1 ) berasal dari: 
~ . 1l. " (.Taora., P"'''dapatan darn B.,.lanJ·a Negara · __ .... .L&. ... f:>Ot..A...£. '-4...L.&. ..... '-" ..&..&....... '" '-'.&. .&. , 

b. An ggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 
c. hasH pemanfa a tan e agar Budaya; danl atau 
d. su m ber lain yang sah dan tidak m en gika t sesua i den gan peraturan 

perun dang-undangan. 
(3) Pemerin tah Daerah m engalokasikan anggaran u n tuk Pelindungan, 

Pengembangan, Pemanfa a tan, dan Kompen sasi eagar Bu daya dengan 
memperhatikan prinsip proporsion al. 

(4) Pemerintah Daerah m enyediakan dana cadangan untuk Penyelamatan eagar 
Budaya dalam keadaan darurat dan penemuan ya n g telah ditetapkan sebagai 
eagar Budaya. 

BAB X 
PENGAWASAN DAN PENYIDlKAN 

Bagian Kesatu 
Pengawasan 

Pasal64 

(1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pengawasan Pelestarian 
eagar Budaya sesuai dengan kewenangan Daerah. 
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(4J Masyarakat lkUt berperan serta dalam pengawasan Pelestanan eagar .tludaya. 

Penyidikan 

(1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil merupakan pejabat pegawai negeri sipil yang 
l.; ...... ,.....l.)I..,,-r'\ t-",.....O'"")C'" rln't""\ f-n ...... rt',.,.... ......... rY 1nTTJ'nh"""",(Tn r1~ "h.;r1n ...... n Dolocd-nr11'"\"""" r'nNnr Q"rlr'\ .... r rt ----o---r- --0-- --- ---=---0 J- .. -- - -J - -- ---- -0 - --------- --0- - ---J -

yang diberi wewenang khusus melakukan penyidikan sebagaimana dimaksud 
dalam Undang- Undang tentang Hukum Acara Pidana terhadap tindak pidana 
eagar .tSuoaya. 

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat 1) berwenang: 
rnp1"'Ipr; rn o 10nAr01"'l Oi-Oll np1"'IlYorl"01"'l rl or; "'PAr 01"'l lY t P1"'Ii-01"'l lY orl01"'l"0 i-;1"'Irlolr 
--- - -- - - ------ -- -,e- - - --- - - - - - -- r - --0---- ----- ----- - - - - - ---0 - - -- ----0 -- - -----J - - ---- -- - - -

pidana e agar Budaya; 
b. m elakukan tindakan pertama di tempat kejadian perkara; 
c . m enyuruh berhentl seorang tersa ngka dan memenksa tanOa pengen al dm 

tersangka; 
rn plolr"lro ..... '"'pnrtrTAlp,.1oho ..... ,.101"'1 t"'~ ..... v;i- l'l O n~ 
- -- --------- - r ---00--- ------- ---- r - - -J ----.- -, 

e. m e1akukan pemeriksaan dan penyitaan terhadap barang buk ti tindak 
pidana eagar Budaya; 

f . m engambll sldlk Jan dan memotret seorang; 
g. m emanggil dan memeriksa tersa n gka dan / a tau saksi; 

1. 

J. 

TY"II ~ ........ r1nt-n ...... t'Yl,.n ...... C"Qr'\-r",?,,\rY n1--1 1 , r" ....., ry ,-l ;"Y"\o ....... l, .. l,,.. ...... rlnl", .......... h' ... h-w'"'Y'\rt'n ....... 't"'\ .... T I"'l rlo't"'\rrr'\ 't""t ------------0---- ------0 -----J--O - -r- ---.----- ----- -------O----J - ----0--
pemeriksaan perkara; 
m em buat dan menandatangi berita acara; dan 
m en gadakan penghentlan penYldlkan a a blla tldak terdapa t CUkUP bUktl 
ten tang adanya tindak pidana di b idang e aga r Budaya. 

berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik Kepolis ian Negara 
Repu blik Indonesia. 

.tlA.tl Xl 
KETENTUAN PIDANA 

Pasal bb 

Perbuatan pidana terhadap pelestarian 
dlkenakan sanksl p ldana sebagalmana 
undangan yang berlaku. 

dan perlin du ngan cagar budaya 
ketentuan peraturan perundang-

.tlAB XlI 
KETENTUAN PERALIHAN 

Pasa16'1 

Pengelolaan eagar Budaya yang telah memiliki lZln wajib menyesuaikan 
ketentuan persyaratan berdasarkan Peraturan Uaerah ini paling iama 4 (duaJ 
tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini. 



BAB XIII 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal68 
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Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaannya diatur dengan Peraturan 
Bupati. 

Pasal69 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah 
Kabupaten Tasikmalaya. 

Diundangkan di Singaparna 
pada tanggal 20 Agustus a014 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN TASIKMALAYA, 

NIP. 196 11217 198305 1 001 

Ditetapkan di Singaparna 
pada tanggal 20 Agustus 2014 

BUPATI TASIKMALAYA, 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 20 14 NOMOR 1 

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA PROVINSI JAWA 
BARAT NOMOR 130/2014 



I. UMUM 

PENJELASAN 
ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA 
NOMOR 1 TAHUN 2013 

TENTANG 
PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN eAGAR BUDAYA 

DI KABUPATEN TASIKMALAYA 
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Kabupaten Tasikmalaya memiliki keragaman potensi budaya fisik "tangible 
culture", berupa Benda, Bangunan, Struktur, Situs, dan/ atau Kawasan eagar 
Budaya, baik yang berasal dari zaman prasejarah, zaman klasik (Hin du-Buddha) , 
masa Islamisasi, dan masa kolonial. 

Poten si e agar Budaya yang terdapat d i wilayah hukum Daerah Ka bu paten 
Tasikmalaya tersebut merupaka n kekayaa n budaya yang mengandung n ilai-nilai 
kearifa n budaya lokal sebagai dasar pem bangunan kepribadian, pemben tukan 
jati diri, serta benteng ketahanan so sial bu daya masyarakat setempat. 

Benda-benda kepurbakalaan yang bernilai dan m emiliki arti penting bagi sejarah, 
ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/ atau kebudayaan, perl untuk 
dilestarikan dan dikelola secara tepa t melalui upaya pelindungan, 
pengembangan, dan pemanfaatan dalam rangka memajukan kebu dayaan 
Kabupaten Tasikmalaya untuk sebesar-besarnya kemakmuran ma syarakat 
Kabupaten Tasikmalaya. 

Pelestarian eagar Budaya ini diperlu kan dalam rangka melindungi dan 
melestarikan ben da eagar Budaya dan Situs yang bersejarah dan mempunyai 
nilai arsitektur yang tinggi, sehingga tetap terjaga keasliannya, mempertahankan 
nilai-nilai seja ra h u n tuk kepen tinga n ilmu pengetahu a n dan kebudayaan, 
pariwisata serta meningka tka n kesadaran ma sya rakat setempa t ten tang arti 
sejarah, ba ik lokal, n a sional, maupun internasion a l. 

Kabupaten Ta sikmalaya memiliki warisan bu daya berupa Benda, Bangunan, 
Struktur, Situs, danjatau Kawasan e agar Budaya d i dara t mau pun di air yang 
memenuhi kriteria sebagai eagar Budaya yan g perlu dilestarikan keberadaannya, 
namun belum ditetapkan sebaga i e agar Budaya oleh instansi yang berwenang, 
padahal memiliki nilai penting bagi seja rah, ilmu pengetahuan, pendidikan, 
agama, danj atau kebudayaan. 

Penghapusan eagar Budaya diperlukan Tim Ah li yang sudah memiliki sertifikat. 
Pesatnya perkembangan pembangunan fisik di Kabupaten Tasikmalaya, selain 
telah menghasilkan banyak kemajuan dalam kehidupan masyarakat selama ini, 
juga dapat menimbulkan dampak negatif terhadap upaya perlindungan dan 
pelestarian eagar Budaya dan Situs yang bernilai sejarah tinggi. 
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Untuk mendukung Upaya pelestarian dan pengelolaan eagar Budaya di 
Daerah Kabupaten Tasikmalaya, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah 
tentang Pelestarian dan Pengelolaan eagar Budaya sebagai upaya pelindungan, 
pengembangan, dan pemanfaatan eagar Budaya, baik untuk kepentingan 
sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, kebudayaan maupun wisata. 

Kehadiran Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya ten tang Pelestarian eagar 
Budaya menjadi penting agar potensi eagar dapat berkembang dan lestari, 
sehingga Pemerintah Daerah memiliki payung hukum dalam penanganan 
pelestarian dan pengelolaan eagar Budaya di Daerah Kabupaten Tasikmalaya. 

Dengan ditetapkan Peraturan Daerah ml, maka Pemerintah Kabupaten 
Tasikmalaya dapat: 
1. memberikan kepastian hukum dalam perlindungan dan pengelolaan eagar 

Budaya di Kabupaten Tasikmalaya, yang dapat menjadi pedoman dalam 
tata kelola pelestarian dan pemanfaatan terhadap Benda eagar Budaya, 
Bangunan eagar Budaya, Struktur eagar Budaya, Situs eagar Budaya, 
dan/atau Kawasan eagar Budaya di darat dan/atau di air; 

2. mempertahankan, memelihara dan melindungi keaslian eagar Budaya yang 
mengandung nilai sejarah dan budaya tinggi, dipertahankan dari kerusakan 
dan kemusnahan, baik karena perbuatan manusia maupun karena peristiwa 
alam; 

3. menjadikan eagar Budaya yang merupakan warisan budaya Daerah 
Kabupaten Tasikmalaya sebagai kekayaan budaya Daerah Kabupaten 
Tasikmalaya untuk dikembangkan dan dimanfaatkan sebaik-baiknya bagi 
kepentingan pembangunan, pengembangan sej arah , ilmu pengetahuan, 
pendidikan, agama, kebudayaan maupun pariwisata serta membentuk citra 
positif Daerah Kabupaten Tasikmalaya; 

4. membangkitkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat setempat dan 
pemilik akan pentingnya pelestarian, perlindungan, dan pemeliharaan eagar 
Budaya serta mendorong dan memberi peluas seluas-luasnya kepada 
masyarakat untuk ikut serta dalam mengelola, mengembangkan dan 
memanfaatkan potensi eagar budaya untuk kepentingan pemberdayaan 
sej arah , budaya, sosial dan ekonomi masyarakat setempat; 

5. meningkatkan kecintaan budaya bangsa dalam rangka pembinaan 
kepribadian bangsa untuk mewujudkan ketahanan nasional yang kokoh di 
bidang budaya; 

6. mewajibkan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya untuk ikut serta 
memelihara dan melestarikan serta memanfaatkan eagar Budaya yang 
memiliki nilai budaya yang khas dan mencerminkan karakteristik tersendiri 
bila dibandingkan dengan daerah lain di wilayah Nusantara secara holistik 
dan integratif bagi kepentingan ideologis, akademis, ekologis, dan ekonomis 
guna meningkatkan kesejahteraan rakyat; dan 

7. memberikan sanksi atas pelanggaran Peraturan Daerah. 
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II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL 
Pasal 1 

Cukup Jelas 
Pasal2 

Hurufa 
Yang dimaksud dengan "asas Pancasila" adalah Pelestarian 
Cagar Budaya dilaksanakan berdasarkan nilai-nilai Pancasila. 

Hurufb 
Yang dimaksud dengan "asas Bhineka Tunggal Ika" adalah 
Pelestarian Cagar Budaya senantiasa memperhatikan 
keberagaman penduduk, aga ma, suku dan golongan, kondisi 
khusus daerah, dan budaya dalam kehidupan bermasyarakat, 
berbangsa, dan bernegara. 

Hurufc 
Yang dimaksud dengan "asa s kenusantaraan" adalah bahwa 
setiap upaya Pelestarian Cagar Budaya harus memperhatikan 
kepentingan seluruh wilayah negara Indonesia. 

Hurufd 
Yang dimaksud dengan "asas keadilan" adalah Pelestarian 
Cagar Budaya mencerminkan rasa keadilan dan kesetaraan 
secara proporsional bagi setiap warga negara Indonesia. 

Hurufe 
Yang dimaksud dengan "asas ketertiban dan kepastian hukum 
adalah bahwa setiap pengelolaan Pelestarian eagar Budaya 
harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat 
melalui jaminan adanya kepastian hukum. 

Huruff 
Yang dimaksud dengan "asas kemanfaatan" adalah Pelestarian 
Cagar Budaya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan 
kesejahteraan rakyat dalam aspek agama, sosial, pendidikan, 
ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata. 

Hurufg 
Yang dimaksud dengan "a sas keberlanjutan" adalah upaya 
Pelestarian Cagar Budaya yang dilakukan secara terus­
menerus dengan emperhatikan keseimbangan aspek ekologis. 

Hurufh 
Yang dimaksud dengan "asas partisipasi" adalah setiap anggota 
masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam Pelestarian 
Cagar Budaya. 

Hurufi 

Pasa13 

Yang dimaksud dengan "asas transparansi dan kuntabilitas" 
adalah Pelestarian Cagar Budaya dipertanggungjawabkan 
kepada masyarakat secara transparan dan terbuka dengan 
memberikan informasi yang benar, JUJur, dan tidak 
diskriminatif. 

Cukup Jelas 
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Pasal4 
Yang dimaksud dengan "di air" adalah laut, sungru, danau, aduk, 
sumur, dan rawa. 

Pasal5 
Hurufa 

Cukup Jelas 
Hurufb 

Yang dimaksud dengan "masa gaya" adalah ciri yang mewakili 
masa gaya tertentu yang berlangsung sekurang-kurangnya 50 
(lima puluh) tahun, antara lain tulisan, karangan, pemakaian 
bahasa, dan bangunan rumah, misalnya gedung Bank 
Indonesia yang memiliki gaya arsitektur tropis modern 
Indonesia pertama. 

Hurufe 
Cukup Jelas 

Hurufd 
Cukup Jelas 

Pasal6 
Hurufa 

Yang dimaksud dengan "sisa-sisa biota" adalah bagian yang 
tertinggal dari flora dan fauna yang terkait dengan suatu 
daerah. 

Hurufb 
Yang dimaksud dengan "bersifat bergerak" adalah Benda Cagar 
Budaya yang karena sifatnya mudah dipindahkan, misalnya 
keramik, area, keris dan kain batik. 

Hurufe 
Cukup Jelas 

Pasal 7 
Hurufa 

Yang dimaksud dengan "berunsur tunggal" adalah bangunan 
yang dibuat dari satu jenis bahan dan tidak mungkin 
dipisahkan dari kesatuannya. 

Hurufb 

Pasal8 

Yang dimaksud dengan "menyatu dengan formasi alam" adalah 
struktur yang dibuat diatas tanah atau pada formasi alam lain, 
baik seluruh maupun bagian-bagian strukturnya. 

Hurufa 
Yang dimaksud dengan "berunsur tunggal" adalah Struktur 
yang dibuat dari satu jenis bahan dan tidak mungkin 
dipisahkan dari kesatuan. 
Yang dimaksud dengan "berusur banyak" adalah struktur yang 
dibuat lebih dari satu jenis bahan dan dapat dipisahkan dari 
kesatuannya. 

Hurufb 
Cukup Jelas 



Pasal9 
Cukup Jelas 

Pasal 10 
Hurufa 

Cukup Jelas 
Hurufb 
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Yang dimaksud dengan "lanskap budaya" adalah 
bentang alam hasil bentukan manusia yang mencerminkan 
pemanfaatan situs atau kawasan pada masa lalu. 

Hurufc 
Cukupjelas 

Hurufd 
Cukup jelas. 

Hurufe 
Contoh "bukti yang sah", antara lain, adalah sertifikat hak milik 
atas tanah, kuitansi pembelian, dan surat wasiat yang disahkan 
oleh notaris. 
Huruff 

Cukup jelas. 
Pasal 11 

Yang dimaksud dengan "arti khusus bagi masyarakat" adalah 
memiliki nilai penting bagi masyarakat kebudayaan tertentu. 
Yang dimaksud dengan "arti khusus bagi bangsa" adalah memiliki 
nilai penting bagi negara dan rakyat Indonesia yang menjadi 
simbol pemersatu, kebanggaan jati diri bangsa, atau yang 
merupakan peristiwa luar biasa berskala nasional atau dunia. 

Pasal12 
Cukup Jelas 

Pasal13 
Cukup Jelas 

Pasal14 
Cukup Jelas 

Pasal 15 
Cukup Jelas 

Pasal16 
CukupJelas 

Pasal17 
Ayat (1) 

Cukup jelas. 
Ayat (2) 

Pasal18 

Yang dimaksud dengan "instansi yang berwenang di 
bidang kebudayaan" adalah unit pelaksana teknis 
untuk tingkat pusat dan satuan kerja perangkat daerah 
(SKPD) untuk tingkat daerah 

Cukup Jelas 
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Pasa119 
Cukup Jelas 

Pasal20 
Cukup Jelas 

Pasal21 
Cukup Jelas 

Pasal22 
Cukup Jelas 

Pasal23 
Cukup Jelas 

Pasa124 
Cukup Jelas 

Pasa125 
Cukup Jelas 

Pasal26 
Cukup Jelas 

Pasal27 
Cukup Jelas 

Pasal28 
Cukup Jelas 

Pasa129 
CukupJelas 

Pasal30 
Cukup Jelas 

Pasal31 
Cukup Jelas 

Pasa132 
Cukup Jelas 

Pasal33 
Cukup Jelas 

Pasal34 
Cukup Jelas 

Pasa135 
Cukup Jelas 

Pasa136 
Cukup Jelas 

Pasal37 
Cukup Jelas 

Pasal38 
CukupJelas 

Pasa139 
Cukup Jelas 

Pasal40 
Cukup Jelas 

Pasal41 
Cukup Jelas 
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• 

; 

Pasal42 
Cukup Jelas 

Pasal43 
Cukup Jelas 

Pasa144 
Cukup Jelas 

Pasa145 
Ayat (1) 

Cukup jelas. 
Ayat (2) 

Cukup jelas. 
Ayat (3) 
Hurufa 
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Yang dimaksud dengan "zona inti" adalah area pelindungan 
utama untuk menjaga bagian terpenting Cagar Budaya. 

Hurufb 
Yang dimaksud dengan "zona penyangga" adalah 
melindungi zona inti. 

Hurufe 

area yang 

Yang dimaksud dengan "zona pengembangan" adalah area yang 
diperuntukan bagi pengembangan potensi eagar budaya bagi 
kepentingan rekreasi, daerah konservasi lingkungan alam, lanskap 
budaya, kehidupan budaya tradisional, keagamaan, dan 
kepariwisataan. 

Hurufd 
Yang dimaksud dengan "zona penunjang" adalah area yang 
diperuntukan bagi sarana dan prasarana penunjang serta untuk 
kegiatan komersial dan rekreasi umum. 

Ayat (1) 
Cukupjelas 

Pasal46 
Cukup Jelas 

Pasal47 
Cukup Jelas 

Pasal48 
Ayat (1) 
Yang dimaksud dengan "rekonstruksi" adalah upaya 
mengembalikan Bangunan Cagar Budaya dan Struktur Cagar 
Budaya sebatas kondisi yang diketahui dengan tetap 
mengutamakan prinsip keaslian bahan, teknik pengerjaan,dan 
tata letak, termasuk dalam menggunakan bahan baru 
sebagaipengganti bahan asli. 
Yang dimaksud dengan "konsolidasi" adalah perbaikan terhadap 
Bangunan Cagar Budaya dan Struktur Cagar Budaya yang 
bertujuan memperkuat konstruksi dan menghambat proses 
kerusakan lebih lanjut. 
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Yang dimaksud dengan "rehabilitasi" adalah upaya perbaikan dan 
pemulihan Bangunan Cagar Budaya dan Struktur Cagar Budaya 
yang kegiatannya dititikberatkan pada penanganan yang sifatnya 
parsial. 
Yang dimaksud dengan "restorasi" adalah serangkaian kegiatan 
yang bertujuan mengembalikan keaslian bentuk, Bangunan 
Cagar Budaya, dan Struktur Cagar Budaya yang dapat 
dipertanggungjawabkan secara ilmiah. 

Ayat (2) 
Hurufa 

Cukup Jelas 
Huruf b 

Cukup Je1as 
Huruf c 

Cukup Jelas 
Hurufd 

Kompetensi pelaksana ditentukan berdasarkan ser tifikasi 
sebagai tenaga ahli. 

Ayat (3) 
Cukupje1as 

Ayat (4) 
Cukup je1as 

Ayat (5) 
Cukup je1as 

Pasa1 49 
Cukup Jelas 

Pasal50 
Cukup Je1as 

Pasal51 
Cukup Jelas 

Pasal 52 
Cukup Je1as 

Pasal53 
Cukup Jelas 

Pasal54 
Cukup J elas 

Pasal55 
Cukup Je1as 

Pasal56 
CUkup Je1as 

Pasa157 
Cukupjelas 

Pasal58 
Cukup Je1as 

Pasal59 
Cukup Jelas 



• 
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Pasa160 
Cukup Jelas 

Pasa161 
Cukup Jelas 

Pasa162 
Cukup Jelas 

Pasa163 
Cukup Jelas 

Pasal64 
Cukup Jelas 

Pasa165 
Cukup Jelas 

Pasa166 
Cukup J elas 

Pasal 67 
Cukup Jelas 

Pa sa168 
Cukup Jelas 

Pasa1 69 
Cukup Jelas 
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